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Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan Negara telah lama dikenal di Indonesia yaitu sgjak
sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, selanjutnya perkembangan BUMN di Indonesiatelah
terjadi evolusi penguasaan, perusahaan-perusahaan milik Belanda dinasionalisasikan melalui Undang-
undang No. 86 tahun 1968. Dengan adanya Nasionalisasi tersebut, maka seluruh perusahaan milik Belanda
yang beroperasi diambil alih dan dikelola oleh pemerintah dengan cara ganti kerugian. Sebelum tahun 1960
perusahan di Indonesia diatur oleh beraneka ragam Peraturan Perundang-undangan antaralain LBW dan
|CW, aneka ragam aturan ini menimbulkan kesulitan dalam pengel olaanya, sehingga dalam rangka
reorganisasi alat-alat produks dan distribusi yang sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945
dikeluarkanlah Perpu N0.19 tahun 1990 yaitu seluruh perusahaan Negara diseragamkan, modal kerja
seluruhnya adal ah kekayaan Negara. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan PERPU No.l tahun 1969
tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara yang dikeluarkan atas Pasal 22 UUD 1945 yang kemudian menjadi
Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang yang
berhasil mengurangi jumlah BUMN dari 822 menjadi 184 buah dan mengelompokan menjadi 3 bentuk yaitu
PERIAN, PERUM dan PERSERO. Selanjutnya untuk meningkatkan peranan dalam pengendalian
perusahaan tersebut, pemerintah menetapkan PP No. 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan. Berdasarkan PP ini, Pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam mengelolaBUMN
oleh Dua Departemen yaitu Departemen Keuangan dan Departemen Teknis, penetapan PP ini memberikan
dampak negatip dalam meng emen perusahaan, oleh karenaitu untuk memberdayakan kembali BUMN
Pemerintah telah menetapkan PP No. 5 tahun 1990 tentang Persero, dan menjual sahamnya kepada
masyarakat melalui pasar modal, melalui PP ini-lah BUMN yang telah Go Publik diberi otonomi yang luas
dan membebaskan BUMN dari control birokratis, pemegang saham dan manejemen dijadikan lebih
profesional untuk menghasilkan barang dan jasa. Di lain fihak perkembangan ekonomi dunia semakin
dinamis terutama berkaitan dengan liberalisas dan globalisasi yang telah disepakati. Untuk menyingkapi
perkembangan perdaganagn dimaksud Pemerintah telah menetapkan TAP MPR No.lVIMPR11999, TAP
MPR No.VIHIMPRI2000, Tap MPRNo.XIMPRI2001 dan Tap.MPR No. VIIMPRI2002 serta Undang-
undang N0.25/2000 dan Undang-undang APBN. Pemerintah telah mendapat mandat untuk menetapkan
kebijakan dan mengambil langkah nyata dalam focus untuk memulihkan ekonomi, dengan cara
memprivatisas BUMN. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Privatisasi, arah
dan model apa yang dilaksanakan, mengapa program privatisasi mendapat tantangan baik dari kalangan
eksternal maupun internal serta bagaimana hubungan dengan pasal 33 Undang-undang dasar 1945 tentang
usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan
berupa penelahaan Undang-undang dan buku literatur serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan
penulisan tesisini. Disamping itu penelitian dilapangan dengan mewawancaral terutama pihak Kantor
Kementrian Negara BUMN. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program
privatisass BUMN belumlah berjalan dengan baik, ini disebabkan masih adanya pro dan kontra baik
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eksternal maupun internal antar sektoral. Y ang perlu digaris bawahi adalah dengan privatisass BUMN yang
dilakukan melalui bursa saham telah memberikan stimulus positif bagi pasar modal Indonesia. Oleh karena
itu disarankan agar Kementrian Negara BUMN lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan konsultasi secara
intensif dengan pihak-pihak terkait, sehingga proses pelaksanaan program privatisas yang telah mempunyai
kekuatan hukum ini, dapat terlaksana dan berjalan lancar serta dapat dipertanggung-jawabkan kepada
masyarakat secara transparan dan segera kepada Menteri Negara BUMN untuk menetapkan Master Plan
BUMN 2006 - 2010.



